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ABSTRAK 
Satriawan Sulaksono, S.331602011, 2016, “Urgensi Perlindungan Hukum 
Bagi Korban Dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang”  Tesis 
: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum bagi 
korban yang mengalami kerugian atau kehilangan asetnya akibat perbuatan pelaku 
tindak pidana pencucian uang, dimana aset dari korban telah dicampur dengan 
aset pelaku dalam pencucian uang dengan maksud  agar dapat dipisahkan dan 
kemudian dikembalikan kepada korban.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang 
menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual, meskipun ada satu kasus yang dapat dikaji sebagai contoh untuk 
mengetahui bentuk pencampuran aset. Permasalahan dari penelitian ini adalah 
tentang bentuk percampuran aset dalam tindak pidana pencucian uang dan 
pentingnya perlindungan hukum bagi korban dalam pemulihan aset serta model 
ideal pemulihan aset sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang 
mengalami kerugian dalam tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak 
pidananya tercampur dengan aset pelaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
bentuk pencucian uang dilakukan dengan tahapan Tranfering, Layering dan 
Integration sedangkan bentuknya antara lain dengan cara pelaku membelanjakan 
hasil tindak pidana yang berasal dari korban dan mencampurkan menjadi satu 
dengan aset pribadi sehingga sulit untuk dipisahkan kepemilikannya. Dalam 
mendapatkan kembali asetnya, korban tindak pidana pencucian uang harus 
menempuh mekanisme hukum lain berupa gugatan perdata ganti kerugian atau 
melalui LPSK untuk mengajukan permohonannya yang umumnya tidak dapat 
menjadi satu proses peradilan pidana untuk memisahkan aset yang telah menyatu 
tersebut. Hal tersebut berbeda jika tindak pidana asal adalah korupsi yang 
memikiki mekanisme pemulihan aset sendiri, maka aset pelaku dapat disita atau 
dirampas kemudian dilelang untuk memisahkan aset dan atau dibebani uang 
pengganti. Oleh karena itu, perlu adanya revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar 
memuat adanya pemulihan aset bagi korban tindak pidana tersebut.   
Implikasi dari penelitian ini adalah bentuk pencampuran aset yang 
merupakan bagian dari upaya pelaku menyamarkan hasil kejahatan, jika tidak 
diatur dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang maka akan membuat adanya ketidak adilan bagi korban, karena 
aset korban yang telah hilang tidak dapat kembali dalam satu proses peradilan 
pidana.   
 
Kata kunci : Pencucian uang; pemulihan aset; korban; perlindungan hukum. 
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ABSTRACT 
 
Satriawan Sulaksono, S.331602011, 2016, (Urgency Legal Protection for 
Victims in Recovery Assets of Money Laundering) 
Thesis: Master of Law Study Program of Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
 
This study examines the importance of legal protection for victims who suffered 
losses or lost assets due to the actions of money laundering actors, where the 
assets of the victims have been mixed with the assets of the perpetrators in money 
laundering in order to be separated and then returned to the victim. 
This research is a type of normative / doctrinal research using the approach 
method of legislation and conceptual approach, although there is one case that 
can be studied as an example to know the form of asset mixing. The problem of 
this research is about the form of asset mixing in money laundering and the 
importance of legal protection for victims in asset recovery and ideal model of 
asset recovery as a form of legal protection against victims who suffered losses in 
money laundering crime which resulted from their crime mixed with the assets of 
the perpetrator. The results of this study indicate that money laundering is done 
by Tranfering, Layering and Integration stages, while the form is, among other 
things, the way the perpetrator spends the proceeds of predicate offence from the 
victim and mixes them into one with the personal assets making it difficult to 
separate ownership. In recovering its assets, the crime of money laundering must 
undergo other legal mechanisms in the form of a civil lawsuit for damages or 
through LPSK to file its petition which can not generally be a criminal justice 
process to separate the incorporated assets. It is different if the original criminal 
act is corruption which has a mechanism for the recovery of its own assets, then 
the assets of the perpetrator may be confiscated or seized and then auctioned off 
to separate assets and / or be charged a substitute. Therefore, it is necessary to 
revise Law no. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering 
Criminal in order to contain the recovery of assets for victims of the crime. 
The implication of this research is the form of asset mixing which is part of the 
perpetrator's effort to disguise the proceeds of the crime, if it is not regulated in 
the prevention and eradication law of money laundering, it will create an injustice 
for the victim, because the assets of the lost victim can not return in a criminal 
justice process. 
 
Keywords: Money laundring, asset recovery, victim, legal protection.  
 
